
PEDOMAN TEKNIS PENG

BUPATI SOLO
PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

Menimbang

Mengingat

a

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN vand MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

Dinad Kesehatan Kabupaten Solok, perlu memberikan

Neksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai badan

layanan umum daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umur Dacrah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Solok:

Undang-Undang Nomor 12! Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahan 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang
Nomor 1 | Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik

PELOLAAN KEUANGAN
BAI

AN LAYANAN UMUM DAERAH

b.

2.

3.

1



|

Indonesia Tahun 2004
Nomop

5, Tambahan Lembaran
Republik IndonesiaNomor 4355),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangeng n Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Kelangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

2 n 2004 Nomor 66,
Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400):
Untang-Undang Nomor Mi Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lerhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah | beberapa kali, terakhir
derigan Undang-Undang Nompr 9 Tahun 2015 tentang

rebana
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

T
un

2014 tentang Pemeriritahan Dasrah (Lembaran
Nc Republik Indonesia

Tahun
2015 Nomor 58,

a
'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5670):
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibukota

Kabupaten
Solok dari Wilayah Kota

Sol ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecdmatan Gunung Talang Kabuparen Solok (Lembaran

Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,

Tami ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Peng lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stangar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor !3 Tahun 2006 tentang

4.

KBB

5,

6.

ok

7.

8.

9.

T
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Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah kabupaten Solok.

behman Pengelolaan Keuangan Daerah:
10 Per&dturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar | Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah:ah

11 Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Penyisihan
Piutang

dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah,

12. Peraturan Menteri Dalam
Negeri

nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah,

13. rBturan Daerah Kabupateh Solok Nomor 3 TahunPe

of rah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Nomor 71):

otr tentang an

Dawan.

Pengelolaan Keuangan

14.
Peraturan Bupati Solok Nomer

12 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Solpk (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014
Noor 12) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan

Bupati
Solok Nomor 10 Tahuh 2016 tentang Perubahan

ata Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah

Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016 Nomor 10):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGEUOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH” PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SOLOK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah kabupaten adalah pernerintah Kabupaten Solok.

k
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10.

11.

12.

13.

Bupati adalahai Solok.

Dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Solok.
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah UPT Rumah Sakit, UPT Puskesmas dan

UPT Labkesda yang

3.

4
5.

pelayanan
promotiv,

menyelenggarakan pelavahan kepada masyarakat meliput
preventif, kuratif dan rehabiliratif

Badan Layanan v! um Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan Kerja Perangkat
Dacrah dilingkung pemerintah dacrah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada nfasyarakat berupa penyediaan barang dan /jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Pola pengelolaan Keuangan BLUD, vang selanjutnya disingkat PPK-BLLID
adalah pola Kn NK keuangan yang membenkan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk

| meneaptan

praktek- praktek
biss yang sehat untuk

meningkatkan ukanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

6.

7

n

kesejahreraan

E
dan mencerdaskan | kehidupan bangsa. sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan dacrah pada umumnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya

disingkat PPKD, adalah

Kepala BadanKeu

8.

Daerah

kabupaua
Solok yang memiliki tugas

melaksanakan1
keuangan daerah an bertindak sebagai Bendahara

Umum Daerah

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap

Maen
rasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat

keuangan, dan
Fesabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur vang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Ariggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk miclaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Dinas

kesehatan.
Bendahara pencrinaan BLUD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima,

menvimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan

uang pendapatan Yaa
Bendahara pengelharan BLUD adalah staf yang ditunjuk mencrima,

menyimpan. membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan
uang pendapatan BLUD.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD

yang menambah ekuitas dana lancar dalam
|
periode anggaran bersangkutan

yang tidak perlu diljayar kembali.

LN Nk |



14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

dana lancar dalam
Belanja adalah semya pengeluaran dari rekening kas vang mengurangi ekuitas

periode tahun anggaran | bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembavarannya kembali oleh BLUD.

Biaya adalah seju
:

lah pengeluaran yang mengurangi
ekuitas dana lancar

untuk memperoleh barang dan /jasa untuk keperluan operasioanal BLUD.
Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang

dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Dinas Kesehatan Dalam rangka

pelayanan kepada rhasyarkat.

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang akan diterima uleh BLUD UPT Dinas

Kesehatan dan /ijtau hak BLUD UPT Dinas Kesehatan sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan (peraturan perundang-undangan

15

atau akibat lainnya'yang sah.

Kerjasama operasi |adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana

masing-masing sepakar untuk melakukan | suatu usaha bersam dengan

menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama

menanggung resikojusaha tersebut.

Rekening kas BLUD dalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang
dibuka oleh pimpidan BLUD pada bank

umum
untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
Rencana Strategis IBLUD vang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah

dokumen perencanaan BLUD untuk lima tahunan.
Rencana Bisnis dah Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana fahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan

penyusunan rencarja kerja dan anggaran SKPD.
Rencana kerja d anggaran BLUD UPT Dihas Kesehatan yang selanjutnya
disebut RKA BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan

dan kegiatan BLUD UPT Dinas

a

|

Kesehatan serta ankgaran vang diperlukan unituk melaksanakannya.
penganggaran yang berisi rencana program

Rencana kerja danlanggran SKPD yang

sauna
disebut dengan RKA SKPD

adalah dokumen rencana dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan.
rencana belanja program dan kegiatan SKPD scta rencana pembiayaan sebagai

dasar penyusunan APRD.

Dokumen pelaksahaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanan anggaran.
Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelengguraan fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah management yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang be tu dan berkesinambungan.

t
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Standar akuntansi

prinsip akuntansi y
keuangan pemerinrgh.

merintah yang
selanjutnya

disingkat SAP adalah prinsip-
8 ditetapkan dalam ji

ms
dan menyajikan laporann

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yahg menyajikan informasi tentang
anggaran dan realishsi anggaran BLUD UPT Dinas Kesehatan secara tersanding
yang menunjukka
dalam DPA.

Laporan Perubaha

tingkat pencairan target - target yang telah disepakati

Saldo Angaran Lebih adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan Han penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pclaporan.
Laporan operasion | /aktvitas adalah lapotan yang menyajikan informasi

|tentang operasi BLUD UPT Dinas Keschatan mengenai sumber, alokasi dan
pemakaian sumber
Kesehatan.

Laporan Arus Kas :

keluar kas selama

daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD UPT Dinas

alah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan
node tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

|

Operasi, aktivitas inyestasi dan aktivitas pembinvaun.
Laporan Perubah Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi
mengena perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisitNi

Laporan Opeerasio , koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan atas Lapomn Keuangan adalah lapgran yang menyajikan informasi

tentang penjelasan
disajikan dalam La

tau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
ran Realisasi Anggaran/ Laporan Operasivnal, Neraca, dan

|

Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan vang memadai.
Kode Rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun

|

Secara sistematis tuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,
pembukuan dan peliporan keuangan.
Rekonsiliasi adalah (proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa
sumber yang sama.

Fleksibilitas adalah

menerapkan prakte

masyarakat tanpa

kesejahteraan umur

Efisiensi adalah

menggunakan dana

Anggaran Pendapat:
adalah Anggaran Pe

an

|

rbcda berdasarkan dokumenbvstem /subsistcm yang

keleluasaan dalam pola| pengelolaan keuangan dengan
i

k bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
mencari keuntungan | dalam rangka memajukan

h dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

pengadaan
barang/jasa

hurus diusahakan dengan
dan dava vang minimum untuk mencapai kualitas dan

an dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

hdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

sasaran

37
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38.

39.

Ruang lingkup Peraturan I

(1) Pejabat Pengelola BLUL
jawab terhadap kinerj

(2) Pejabat

atas :

2.

Surat Permintaan
dokumen yang di

pelaksanaan kegiata
pembayaran.

Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
terbitkan oleh pejabat| yang bertanggungjawab atas
n /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/dilerbitkan oleh kuasa penguna anggaran untuk pencairandana atas beban pengeluaran DPA BLUD UPT inas Kesehatan.
Tarif adalah imbalan atas barang dan /atau|jasa yang diberikan oleh BLUD

10

termasuk imbal hasil vang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per'unit layanan.

Pasal 2

Bupati ini meliputi :

pejabat pengelolala BLUD:
struktur anggaran,
perencanaan dan Penganggaran:
pclaksanaan anggaran.
pengelolaan belanja:
piutan dan utang/pihjaman:
kerjasama:

penyelesaian kerugial

. Investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan Hefisit anggaran
n:. dan

pelaporan dan
pertaggungjawaban.

Kepala BLUD:

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

b. Pejabat Keuangan, dan
Cc. Pejabat Teknis

Pengelola sehagaimana dimaksud pada uvat (1)
diberhentikan oleh Bupit.

3

@.

Cc

f
8
h

J.

diangkat

) UPT Dinas Kesehatan adalah Pejabat yang bertanggung
operasional BLUD UPT Dinas Kesehatan yang terdiri

dan

1

,



(4)

(2)

(3)

(H)

(1)

Ka "AN

Bagian Kesatu

Kepala BLUD

Pasal 4

Kepala BLUD UPT (Dinas Kesehatan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf aemempunyai tugas :

a.

h.

', Menyusun Renstia:
. menyiapkan RBA

memimpin. mengarahkan. membina, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi nyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
produktivitas,
merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajihan lainnya
sesual dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati:

b.

Cc

d

. mengusulkan calpn pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupari
e.

sesuai dengan
kefentuan:

|menetapkan Pa
han

lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat
yang telah diterapi dengan peraturanBA undangan:

al£

mengoordinasikar) pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh8
|pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan

internal, serta enyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati: dan
tugas lainnya vanp ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Kepala BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunya! fungsi | sebagai penanggung jawab umum Operasional dan
keuangan.
Kepala BLUD berurndak selaku Kuasa Penguna Anggaran/Kuasa Penguna
Barang.
Dalam hal Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (1) ddak berasal
dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna
anggaran/ kuasa perjgguna barang.

Bagian Kedud

Pejabat Keuangan
Pasal 5

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud NN Pasal 3 ayat (2) huruf b

mempunyai lugas :

a. Merumuskan kebajakan terkait pengelolaan keuangan:
b. mengoordinasikan penyusunan RBA:
Cc.

Kk

menyiapkan DPA:

4
8



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

|melakukan pe
| elolaan pendapatan dan belanja:

menyelengga pengelolaan kas:
melakukan perpelolaan utang, piutang, dan investasi:
menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada

d.

f.

dibawah pengus4saannya:
h.

menyelenggarakan
sistem informasi manajemen keuangan,i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan: danj. tugas lainnvaNa ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai

dengan kewenangannya.
Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaavat (1) mempunyailfungsi sehagai Penanggung Jawab Keuangan.
Pejabat Keuangan d melaksanakan tugas

|

bagaimana dimaksud padaayat (1) dibantu ole
|a. bendahara penerimaan, dan

b. bendahara
pengeluaran

Pejabat Keuangan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus
dijabat oleh Pegawai Negeri sipil.

1
&

Bagian Ketiga

Pejabat Teknis

Pasal 6

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan dar Bendahara Pengeluaran BLUDUPT Dinas Kesehatan untuk melaksanakan
| tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan &nggaran.
Bendahara Penerim dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) baik| secara langsung maupun ndak langsung di larangmelakukan kegiatan perdagangan. pekerjaan pemborongan dan penjualan jasaatau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta
membuka rekening dtau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 7

Bendahara Penerimaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal (5) avat (3) huruf a
secara fungsional

dari
secara administrasi bertanggung jawab kepada kepalaBLUD melalui Pejabat Keuangan.Bendahara Penerimagdn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas :

2.



(1)

(2)

(3)

(1)

A. menyelenggarakan penatausahaan terharlap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya:
mempertanggun jawabkan secara |administrauf/fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggung lawaban penerimaan kepada kuasa Pengguna
Anggaran melalu Pejabat Pengelola Keuangan BLUD, dan
melakukan verifikasi, evaluasi dan anallsis atas pertanggung jawaban

b

penerimaan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2)
huruf bh mempunyai'tugas:
a.

b.

menviapkan dokymen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melipun SPP TU
dan LS:

| |

menyelenggarakan penatausahaan terhadi p seluruh pengeluaran vang
menjadi tanggungjawabnva:
nempertanggungjawabkan sccara administratif/fungsional atas pengelolaan
uang vang ce langgung jawabnva dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran melalui PPK BLUD: dan

. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban
d

pengeluaran BLUD UPT Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakah tugas sebagaimana dim: ksud pada avat (1) Bendahara
Pengeluaran dapat dibantu uleh pembantu bendahara pengeluaran.
Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagairiana dimaksud pada avat (2)
mempunya tugas sebagai kasir, dan pembuat dokumen pengeluaran uang.

Pasal 9

Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf c
mempunyai tugas
2. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di

bidangnya:
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan
RBA:

memimpin dan mengendalikan kegiatan tekrlis operasional dan pelayanan
dibidangnya, dan

|tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai

b.

c.

d.
|

dengan kewenangannya.

— 10



(2)

(3)

Pasal 10

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

a. pendapatan BLUD,
b. belanja BLUD: dan
Cc. pembiayaan BLUD

Pasal 11

a.

b.

c. hasil kerjasama denkan pihak lain,
. APBD: dan
. lain-lain pendapa

(1)

(2)

(3)

(4)

|

Pejabat Teknis Kegihtan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). mempunyai fungsi sebagai penaggung jawab kegiatan teknis

Operasional! dan pelayanan di bidang masing-masing.
Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkairan dengan
mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan) kualitas sumber daya manusia,
dan peningkatan sumber daya lainnya,

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN

jasa layanan,
hibah:

Pendapatan BLUD2 dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersumber dari :

BLUD yang sah.

Pasal 12

d.

8

Pendapatan BLUD In bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 hu

| fa berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan vang
diberikan pada masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang

pi

diperoleh dari masvarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD (yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana yang
dimaksud pada ayar (2) digunakan sesuai

dengan tujuan diberikan hibah,

sesuai dengan perjntukan yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana
tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sarna dengan pihak lai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

t— 11



(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf d berupa pendapatan yang beragal dari DPA APBD.
Lain-lain pendapatah BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
hurufe meliputi :

a. jasa giro:
bh. pendapatan bunga:
C. keuntungan cetah nila: tukar rupiah terhadap mata uang asing:
d. komisi, potongan| ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan

atau pengadaan Harang dan atau/jasa oleh BLUD:
e. investasi: dan

(»)

pengembangan ugaha.

Pasal 13

Pengembangan u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avar (0) huruf f
dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat.
Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD
yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan
sumber pendanaan Untuk mendukung kegiatan BLUD,

Pasal 14

Pendapatan BLUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai
dengan huruf e kecuali huruf d dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berdasar dari hibah
terikat.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
rekening kas BLUD.

Pasal 15

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufb terdiri atas :
|

a. belanja operasi, ddn
b. belanja modal :

f.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a@ mencakup
seluruh belanja BL

unuk
menjalankan tugas dan fungsi.

Belanja operasi sebagaimana climaksud pada avat (2) meliputi belanja pegawai.
belanja barang dan

jasa,
belanja bunga dan

belanja
lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) huruf b mencakup seluruh
belanja BLUD untuk perolehan aset tctap

dun
aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari 12 (dua bclas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
BLUD.

12



(5)

(1)

(2)

(1)

(2

(1)

(2)

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada gavat (4) melipun belanja tanah,
belanja peralatan d

irigasi dan jaringan

an mesin. belanja gedung dan bangunan, belanja jalan,jan belanja aset tetap lainnya.

Pasai 16

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufc terdiri atas :
a. penerimaan pembhiavaan: dan
b. pengeluaran pem
Pembiayaan sebagdimana dimaksud pada | avat

binyaan.

() merupakan semua
pencrimaan yang rlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun anggaran beri utnya.

Pasal 17

Pencrimaan penmibiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufa meliputi :

a. sisa lebih perhitu
b. divestasi: dan

ngan anggaran tahun anggaran sebelumnya,

Cc. penerimaan utang) pinjaman.
Pengeluaran pembiayhan sebagaimana dimaksu
b meliputi :

a. investasi, dan
b. pembayaran pokoH

dalam Pasal 16 avat (1) huruf

utang/ pinjaman

BAB IV

PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

BLUD UPT Dinas Kesahatan menyusun RBA mengacu pada Renstra.
RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja.
b. standar satuan harga, dan
Cc. kebutuhan belanja! dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan

Tr

diperoleh dari layd

kerjasama dengan
sumber pendapatar

nan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. APBD, dan
BLUD lainnya.

13



(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
merupakan analisa Kegiatan yang berorientasi pada pencapaian cutput denganpenggunaan sumber dava secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga

saguan
setiap unit barang/jasa vang berlaku disuatu daerah.

(S5) Dalam hal BLUD belym menyusun standar harga sebagaimana dimaksud padaayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga vang ditetapkan oleh
Keputusan Bupati.

(6) Dalam hal standar Kkatuan harga vang tidak| tercantum dalam KeputusanBupati dapat ditetapkan oleh Kepala BLUD setelah mendapatkan persetujuanoleh Bupati.
(7) Kebutuhan belanja dan kemampuanMa! sebagaimana dimaksud pada

|ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasidan belanja modal.

Bagian Kcdua

Penganggaran

Pasal 19

Penyusunan RBA BLUD UPT Dinas Kesehatan disusun berdasarkan prinsipanggaran berbasis kinerja. (perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,kebutuhan pendapatan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima masyarakat, badan lain, APBD.dan sumber pndapatran BLUD UPT Dinas
Keschatan lainnya.

Pasal 20
RBA BLUD UPT Dinas Kesehatan merupakan penjabaran lebih lanjut dani program|dan kegiatan BLUD UPT Dinds Kesehatan.

Pasal 21
(I) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melputi:

|

|a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan,
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan:
Cc. perkiraan harga,
d. besaran persentase ambang batas, dan
e. perkiraan maju atau| forward estimate,

(2) RBA sebagaimana dimdksud pada avat (1) menganut pola anggaran fleksibel
dengan besaran perseritase ambang batas paling tinggi 20 Yu dari perkiraan
pendapatan untuk tahun vang akan datang.

1 AURU1



3

2

&

(2) RKA beserta RBA

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sehaggrmana

da(2) Hasil pepalaahan sghagaimana dimaksud padi
&

(1) Tim anggaran pem

BLUD UPT Dinas Kesehatan menyusun IDPA berd:

Pasal 22

Ringkasan pendaphtan belanja dan pembiayaan sehagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (lj| huruf a merupakan rinkkasan pendapatan, belanja dunpembiayaan.
Rincian anggsrar) pendapatan, belanju |dan pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam Pass! 21 ayat (1) huruf b. merupakan rencana anggaranunruk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yangtercermin dari

sngjaa
pendapatan, belanja din pembiayaanPerkiraaan harga bebagaimana (limaksud ahtam Pasal 21 agar (1) huruf c.merupakan estimdsi harga jual produk barang dan/ atau jasa serclah

memperhitungkan biaya persatuan dan tingkdt margin yang ditentukan sepertitercermin dari tarif layanan.
Besaran persentaselambang batas sebagaimasia dimaksud dalam Pasal 2! ayat(1) buruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumberSari pendupatan apertsional yung diperkenankan dan ditentukan denganmempertimbangkan Mluktuasi kegiatan

operasibnat
BLUDPesanan mpe har Pete

aka aa .
mi pekan
da sa . gm anonkegiatan yang telah klisetujul dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahunberikutnya.

oa

Pasal 23

Pendapatan BLUD spiegaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, buruf b,huruf « dan huruf
e ksintegrasikan atau dikonsotidasikan ke dalam RKA SKPDpada akun

pendapatan
daerah pada kode tekehing kelompok pendapatan aslidaerah pada jenis Jain pendapatan asli darah yang sah dengan obyek

pendapatan dari BLUP
Belanja BLUD sebagdimana dimaksud datar

Pasal
15 yang sumber dananyaberasai dari pendapaan BLUD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruta. huruf b huruf e. dhn huruf e dan sisa lebih |perhitungan anggaraan BLUD,

aha :
£ - DN Pn

raat Bul
output, dan jenis belanja.
Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada layat (21 dialokasikan untuk
membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan
pendukung pelayanan
Pembiayaan BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
diintegrasikan/dikonsglidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pembiayaan

1s

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1) dimtegrasikanimanaSan
ri RKA Dinas Kesehatan.idasil

kan kesatuan dGikonsolidasikan dhn merupakan-
bagaimana dimaksud

pada
ayat (1) disampaikan kepada

n& Kesehatan sebagai bahan penyusunan rancangA!PPKD melalui D5

peraturan daerah tentang APBD.
Pasal 25

dimaksud dalam Pasal 24
Pa

.
| pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.Banaran

yat (1) antara lain digunakan

sebagai dasar pertinkbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 26

ikan kembali RKA beserta RBA

ayat
rintah daerah menyamp:

yang telah dilakuk: penelaahan sehagaimani dimaksud dalam Pa:

mkan dalam runcangan peraturan daerahKD Jantuk dicantulab
enjadi Peraturan Daerah tentangtentang APRD yang selanjutnya ditetapkan Mi

APRI).

(2 Tahapan dan jadi
tahapan dan jadwal

jal proses penyusunan jdan penetapan RBA mengikut

proses penyusunan dan penetapan

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 27

jabarkan peraturan daerah rentan,

ada PPKD.APBD melalui Dinas Keskhatan Untuk diajukan kei

ca

al

Na

16



1

2

8

(4 Pelaksanaan anggk

2

3

2

(2)

Pasal 28

DPA sebagaimana dj

pembiayaan.
PPKD mengesahkarg

imaksud dalam Pasal 27

DPA sebagai dasar pelak:

Pasal 29

DPA yang telah dishhkan oleh PPKD sebagai
ayat (2) menjadi dagar pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran yang bersumber dar
pada ayat (1) digu
barang dan/atau jaka yang mekanismenya dil

peraturan perundarg-undangan
Pelaksanaan any

berkala

memperhatikan ani

an sebagaimana dimaksu

sesuai lengan kebutuhan
ran kas dalam DPA dan

R. jumlah kas yangjtersedia,
b. proyeksi pendapdtan: dan
Cc. proyeksi pengelukran.

ran sebagaimana dimal

melampirkan RBA.

Pasal 30

NPA yang telah dishhkan dan RBA menjadi
ditandatangani oleh Bupati dan Kepala BLUD,
Perjanjian kinerja debagaimana dimaksud

kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanap bagi masyarakat:
b. kinerja keuangar|: dan
c. manfaat bagi mahvarakat.

Pasal 31

Dalam pelaksanaar| anggaran. Kepala BLUD

yarg telah ditetapkan.

emuat pendapatan, belanja, dan

@nggaran BLUD.

mana dimaksud dalam Pasal 28

ang bersumber dari APAD.
APBD sehagaimana dimaksud

Hakan
untuk belanja pegawai, helanja modal dun belanja

akukan sesuai dengan ketentuan

pada ayat (2) dilakuken serara

dengan
memperhitungkan :

sud pada ayat (Ih dengan

mpiran perjanjian kinerja yang

Ia ayat (1) antara lain memuat

menyusun laporan pendapatan
BLUD, laporan heldnja BLUD dan faporan pembiayaan BLUD secara berkala

kepada PPKD.

Laporan
sebagaimapia

dimaksud pada ayat II) dengan melampirkan syarat
pernyataan tanggung jawab yang dilandatangani oleh Kepala BLUD.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksutKi pada ayat (2) Kepala Dinas

|
|Kesehatan menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan. belanja

dan pembiayaan unjuk disampaikan kepada P)

Pasal 32

Untuk pengelolaan kas BLUD, Kepala BLUD

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok

Rekening kas BLUT)

menampung peneri

sehagaimana dimaksud
haan dan pengeluaran kas

PKD.

kembuka rekening kas BLUD dan

bada ayat (1) digunakan untuk

yang danannya bersumber dari
|

pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ddiam Pasal 11 huruf a, huruf b.

hurufc, dan huruf&.
Pasal 33

Dalam pengelolaan
&. perencanaan penprimaan dan pengeluaran
b. pemungutan pendapatan atau tagihan:
c. penyimpanan kas

4. pembayaran:
&. perolehan sumber dana untuk menutup de

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperolel
Penerimaan BLUD

keuangan

Pasal 34

alam pelaksanaan ahggaran, BLUD UPT

penatausahaan keuangan Ipaling
sedikit memuat:

a

b.

pendapatan dan belhnja:

penerimaan dan perigeluaran

utang dan piutang:
persediaan, aset tetdp dan investasi: dan

ekuitas

BAB VI

PENGELOLAAN BELAI

Pasal 35

Pengelolaan belanjg
volume kegiatan pelhyenan

kas, BLUI) menyelenggarakan:
asi

dan mengelola rekening BLUD:

pa
jangka pendek: dan

pendapatan tambahan.

laporkan setiap hari kepada Kepala BLUD melalui pejabat

Dinas Kesehatan melakukan

JA

BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan



(2)

(3)

(4)

(S5)

(6)

Pengadaan barang jasa H

pengadaan barang dan / atau jasa,

BLUD dalam
melaksanakan pengelolaan barang

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja vang
disesuaikan dengan

yang telah ditetap
Fleksibilitas sebagair

belanja BLUD yang
hasil kerjasama, lam:

Ambang batas scbag

persentase realisasi
RBA da DPA.

hal belanja
dimaksud pada ayat

Dalam

Dalam hal terjadi ka

anggaran dari APBD

rubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA

secara definiuf.

nana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanaka terhadap

bersumber dari pendapatan BLUD, jasa layanan, hibah,
lain pendapatan BLUD yang sah.

Igaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran

belanja vang diperkenankan melampaui anggaran dalam

BLUD yang melampaui ambang batas sebagaimana

(4). terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
kurangan anggaran BLUL mengajukan usulan tambahan

kepada PPKD.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

'engadaan Barang dan/atau Jasa

Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 36

LUD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati tentang

Bagian Kcdua

Pengelolaan Barang:

Pasal 37

engikuti ketentuan peraturan

Bupati mengenai pengeloldan barang milik daerah.

(1)

IL

BAB IX

PJUTANG DAN UTANG / PINJAMAN

Pasal 38

BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa.

dan/atau transaksi

kegiatan BLUD.
yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1

(2)

BLUD melaksanakap penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo,

dilengkapi administrasi penagihan.
Dalam hal piutang siilit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati

dengan melampirkar) bukti yang sah.

Pasal 39

Piutang dapat dihaphs secara mutlak atau bersyarat.

Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada avat (1) berpedoman

kepada peraturan Btipati Solok tentang penghapusan piutang.

Pasal 40

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan

operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
|

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/ pinjaman
0. fo.

jangka pendek ataujutang/ pinjaman jangka panjang

Pasal 41

(2)

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2) merupakan utantg/ pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu)

tahun yang rimbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperuleh

dengan tujuan urjluk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia

ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proveksi jumlah

pengeluaran kas dalam IIsatu) tahun anggaran.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada avat

(1) merupakan
Keyajiban

pernbayaran kembali utang/pinjaman vang harus

dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Utang/ pinjaman Jj gka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dalam bentuk perjanjian utang/pimjaman vang ditandatangani oleh Kepala

BLUD dan pemberijutang/ pinjaman.
Pembayaran kembali utang/ pinjaman jangka pendek scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat

an

(1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 42

BLUD wajib
memjbayar

bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek

sebagaimana SA
Da

dalam Pasal 41 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
|

Kepala BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok

sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas lang telah ditetapkan dalam RBA.
ak

20



(1)

(2)

(3)

(3)

Pasal 43

Utang/ pinjaman jangka panjang sebagaimana Himaksud dalam Pasal 40 ayat

(2) merupakan utanp/pinjaman yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih

dari 1 (satu) tahun ar gparan.

Utang/pinyaman jangka panjang sebagaimana (dimaksud pada avat (1) hanya
untuk pengeluaran belanja modal.

Pembayaran utang/binjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman meliputi

pokok utang/pinjaman, bunga dan biava lain yang harus dilunasi pada tahun

anggaran berikutny4 sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman

yang bersangkutan.
Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud

k

pada ayat (1), sesuai'dcengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI!

KERJA SAMA

Pasal 44

(1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan mhak lain, untuk meningkatkan
kualitas dan kuntitak pelayanan.

(2) Kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
|

prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan salirg menguntungkan.

(3) Prinsip saling
menguntungkan

sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat

4)

(2)

(3)

berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 45

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,

meliputi:
a. kerja sama operasional: dan

b. pemanfaatan barang milik daerah.

Kerja sama

oeragenal
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan melalui 'pengelolaan manajemen Han proses operasional secara

bersama dengan mijtra kerja sama dengan mitra kerja sama dengan tidak

mengunakan barang milik daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dilakukan melklui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau

Optimalisasi barang| milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

21
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(H

(5)

(6)

(7)

M)

(2)

(1)

(2)

(3)

untuk memperoleh
umum yang menjad

Pendapatan yang
sepenuhnya untuk

pendapatan dan tdak
kewajiban BLUD.
berasal

engurangi kualitas pelayanan

dan pemanfaatan barang milik daerah yang
menvelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD vang

bersungkutan merupakan pendapatan BLUD.

Pemanfaatan baranp
milik daerah sebagaimarja dimaksud pada ayat (1) huruf

b mengikuti peraturan perundang-undangan.
Tata cara kerja samp dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) diatur oleh Kepala BLUD
Pelaksanaan kerja kama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk perjanjian.

BAB IX

INVESTASI, SISA LBBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

BLUD dapat

serta tidak mer

pendck.

Bagian Kesaru

Investasi

Pasal 46

melakukan investasi sepanjang mcmbcri manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

gganggu likuiditas keyangan BLUD dengan tetap
memperhatikan

rerjcana
pengcluaran.

Investasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) berupa investasi jangka

Pasal 47

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayar (2)

merupakan investdsi yang dapat segera dicdirkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12

Investasi jangka
dilakukan dengan

memperhatikan ren

Investasi jangka pe
a deposito pada

12 (dua belas)
dan

b. surat berharga

dua belas) bulan atau kurang.
pendek sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan

Icana pengeluaran.
ndek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan
bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis:

| negara jangka pendek.

Aa
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(3 Karakterisuk invektasi jangka pendek sevandamana dimaksud pada avat (1).meliputi :

|a. dapat segera Miperjualbelikan/dicairkan
b. ditujukan untuk manajemen kas, dan
€. instrumen kelangan dengan resiko rendah.

Pasal 48

Pengelolaan investasi BLUD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BupatiSalok.

(8)

(2)

(3)

(4

(5)

(o)

(7)

Bagian Kedua

isa Lebih Perhitungan Ankgaran
Pasal 49

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antararealisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD sdlama | (satu) tahun angguran.Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode
anggaran.

|,Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (1)dapat digunakan d tahun anggaran berjkutnya, kecuali atas perintahBupati disetorkan (sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencarta pengeluaran BLUD.
Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran | BLUD dalam Tahun Anggaranberikutnya sebagaimana dimaksud pada avat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas
Pemanfaatan sisa lehih perhitungan anggaran| BLUD dalam tahun anggaranberikutnya sebagaimana dimaksud pada Le (3) yang digunakan untuk
membiayai program ah kegiatan harus melalui mekanisme APBD
Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun dalam
anggaran berikutnva| sebagaimana dimaksud pada avat (5) apabila dalam
kondisi mendesak dapat dilaksanakan

mendahujui
perubahan APBD

Kriteria kondisi
mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:a. program dan kegtatuan pelavanan dasar masyarakat yang anggarannyabelum tersedia dari / atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran

berjalan: dan
b. keperluan mendesak lamnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

n

ad

1

kerugian yang lebiH besar bagi pemerintah daerah dan masvarakat.

23
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(1) Defisit anggaran BLI

belanja BLUD

(2) Dalam hal anggaran

menutupi defisit td

perhitungan anggara

Setiap kerugian dacrah pal

Bagian ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 50

BAB X

Pasal 51

Frsebut antara lain dapbt bersumber dari sisa

JD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan

BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
lebih

n tahun anggaran sebelumnya dan pencrimaan pinjaman

PENYELESIAN KERUGIAN

da BLUD yang disebabkan oleh undakan melawan hukum
atau kelalaian seseoran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penydlesanan kerugian negara/dherah

PELARORAN DAN PERTANGGU

(|) BLUD menyusun

keuangan.
(2 Laporan keuangan 8

BAB XI

Pasal 52

a. laporan realisasi anggaran:

neraca,

laporan arus kas,

laporan perubahan saldo anggaran lebih:

. Taporan operasional,

pelaporan dan pertanggungjawaban

(3)

laporan perubahan eguitas: dan

catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan |BLUD sebagaimana di

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

JAWABAN

berupa laporan

LUD sebagaimana dimaksid pada ayat (1) terdiri atas :

Na
pada ayat (2) disusun

(4
akuntansi pemenint:

24

diatur dalam sistem akuntansi.
Untuk mewujudkan| prinsip-prinsip dasar yarig telah ditetapkan oleh standar

b.

d.

f.

B.

WK



(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sistem akuntansi BLUD merupakan alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip
dasar yang telah dit#tapkan oleh standar akuntansi pemerintah ( SAP ) yang

merupakan serangkaian prosedur manual rbaupun yang terkomputerisasi
mula dari

pengumpulan
data, pencatatan, (pengikhtisaran dan pelaporan:1

posisi keuangan dan operasi BLUD

Pasal 53

Kepala BLUD menyubun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) NA

berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspcktorat Daerah.

Laporan kcuangan 'sebagpimana dimaksud
pada

avat (2) diintegrasikan /

dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Dinas Kesehatan untuk

selanjutnya di Integrasikan / di konsolidasikan kedalam laporan keuangan
Pernerintah Kabupaten Solok.

ulan setelah periode pelaporan

Hasil reviu sebagairhana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari

laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XII

KETENTUAN PENU

Pasal 54

Ketentuan format Badan Layanan Umum Daerah meliputi :

CO
N
D
O
U

du
n

— format RBA pendapatan:
format RBA belanja:
format RBA pembiayaan,
format Ringkasan RBA pendapatan, belanja, pembiayaan:
format Rincian RBA pendapatan, belanja,pembiayaan:
format rencana

kerja
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan:

format rencana kerja anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan,

format rencana kerja anggaran belanja:
format rencana

te
anggaran penerimaan pembiayaan,

format rencana
kerji anggaran pencrimaan pengeluaran pembiayaan,

format dokumen pelaksanaan anggaran belanja,
format dokumen pelaksangan anggaran penerimaan pembiayaan,

format dokumen pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan:

format laporan pendapatan. belanja dan pembiayaan.
format surat permirtaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,

format surat pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan

sistem akuntansi BLUD.

4

.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



tercantum dalam Lan

Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ahkan Perundangan Peraturan Bupati ini

ja Daerah Kabupaten Solo
mengetahuiny, memerinu

penempatannyadalam beri?

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal Z9 Mu 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUP

Pasal 55

hpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahan dari

iundangkan agar setiap orang
dengan

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal

26
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IRAN

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMI R 3

41 Tahun A01

TANGGAL: Ho M0Apa

FORMAT PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

1. FORMAT RENCANA HISNI3 DAN ANGGARAN PENDAPATAN

—.N0
|

ABI

KABUPATEN SOLOK

Ng Low
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

t

Anggaran Pendapa

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (2)

URAIAN
|

JUMLAH

2...) | 3...) ——
Pendapatan |

|

Jasa Layanan
a.

d. dst...

Hasil Kerjasama
a.

b.

Cc.

d. dst...

tan dan Belanja Daerah

Ti

b.

dstd.

Hibah

b,

27



4. dst...

|

Umum Daerah yahg Sah
|

| Lain-lain Pendapatan Badan Layanan

b.

|

da. dar
|

|

..20 (7)-

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP ,

24
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2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

K

ANGGARA

KABUPATEN SOLOK

(1)

ENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

N PENDAPATAN TAHUNNa (2)

| Sumber Dand

Pendapatan Badan
.

Jumlah (Rp)No Uraian
Layanan Umum APBD

Daerah

LB 2.) 3. (SI LA.)
:

BELANJA
BELANJA |

OPERASI

Belanja Pegawai
a.

b.

c.

d. Ds

Belanja Barang '

dan Jasa
a.

b.

Ca.

d. Dst...

Belanja Bunga
a
b.

dstd

Belanja lain Iz

@.

b.

01 29



“4d. Dst

Belanja Modal

Belanja Tanah
|a.

|

b.

Cc.

d. Dst

Belanja peralatan
dan mesin

a.

b.

C.

d. Dst

Belanja
Gedung dan

Bangunan
a.

b.

0.
d. Ost

Belanja Jalan,
Irigasi dan

Jaringan
@.

b.

Cc.

d. dst

Belanja Aset Tetap
Lainnya
a.

b.

Cc.

d. Ust

30



Lainnya
Aa.

b.

c.

Belanja Aset

dst

20 (8)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)

(nata lengkap)
NIP...

31
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3. FORMAT RENCANA

No

|

BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

KARUPATEN soal
|

(Uu

kENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
|ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (2)

Uraian

1.39 2.3)
Jumlah|

—

3.45)
PEMBIAYAAN

Divestasi

p

dst

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan utang/ pinjaman

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Angparan (SiLPA)

Investasi

dst

Jumlah

| PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

20 (7)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

32
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Petunjuk Pengisian Rendana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daeraha

(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Format Pendapatan:
(1)

(2)

(3)

(4

(6)

(7) Diisi tanggal. bul

Format Belanja Berdasarkah Sumber Dana:
(3)

(2)

(3)

(4)

Diisi dengan uni pelaksana teknis dinas/badan daerah:
Diisi dengan tahhn anggaran yang direncanakan.
Pengisian kolom Isatu:
Kolom I, dissi derjgan nomor urut pendapatan:
Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
A. Kelumpok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama,
b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuruikan jenis-jenis pendapatan

berkenaan. Janis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok
pendapatan seperti jasa layanan:

C. Untuk setiap jgnis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan

ks

Obvek pendapktan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian
kelompok danljenis dari pendapatan yang lain.

Pengisian kolom tiga:
a. Pengisian jumlhh pendapatan secara hontontal sesuai dengan jumlah

menurut kelompok, jenis, objek, dan yangyang direncan
dicantumkan dalam kolom uraian:

b. Jumlah menurht kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan:

c. Jumlah
menurkt jenis pendapatan diisi

dengan jumlah hasil
penjumlahan

Jen
seluruh jumlah obvek pendapatan berkenaan.

n, dan tahun.

Diisi nama provi
i

i/kabupaten:
Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah,
Diisi dengan tahuh anggaran yang direncanakan:
Pengisian kolom 4 tu
Kolom |, diisi dengan nomor urut belanja:

KN

Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Urajan pertama vahg harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja vakni
uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja
kedalam kelompok belanja, vang pertama kali dicantumkan adalah belanja
operasi, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi,

(5) d

rincian obyck belanja operasi.

— 33



|

Setelah mengurdikan belanja operasi,

menguraikan belahja modal mulai dari jenis

masing ubyek belanja modal dan rincian oby

(G| Pengisian kolom figa sebagai berikut:

Setelah mengurahkan belanja kedalam kel

objek. dari setial

untuk mendana| belanja dimaksud. Suri

dimaksud berashl dari jasa layanan, Hi!

pendapatan BLUD yang sah dan APBD:

(7) Pengisian kolom kmpat, sebagai berikut:

a. Pengisian jumJah belanja secara horizon

direncanakan| menurut kelompok, jenis,

dicantumkan (dalam kolom uraian,

h. Jumlah menufut kelompok belanja diisi

langkah selanjutnya adalah

belanja modal, dengan masing

ik belanja rnodal,

mpok, jenis, objek dan rincian

Gbyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan

ber pendanaan obyek belanja

ah, Hasil kerjasama, Jain-iain

I sesuai dengan jumlah yang

bjek dan rincian objek yang

engan jumlah hasil

penjumlahan Mari seluruh jumlah jents belanja
berkenaan:

€ Jurnlah
menufur

jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan

dari seluruh jumlah obyek belanja berkdnaan.
(8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Kormat Pembiayaan

(4 Diisi nama provihsi/ kabupaten:

(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/Uadan daerah:

(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncai

(ap Pengisian kolom| satu

akan:

Kolom |, diisi dehgan nomor urut pembiaygan:

(5) Pengisian kolom| dua, sebagai berikut:

Penerimaan Penjbiayaan

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut

penerimahn pembiayaan yaitu uraiah penerimaan pembiayaan

2) Selanjutrya diuraikan jenis-ienis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok penerrmaan pembiayaan berkenaan,

seperti penggunaan sisa lebih

anggaran! sebelumnya. divestasi,

merupakan jenis penerimaan pem

kelompok penerimaan pembiayaan,

3a

II

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Uraian pprtama yang dicantumkan

perhitungan anggaran tahun

penerimaan utang/ pinjaman

biayaan vang termasuk dalam

untuk menguraikan lebih lanjut
pengeluaran pembiayaan yaitu uraibn pengeluaran pembiayaan

2) Selanjutjya diuraikan jenis-jenis

ah

T |

pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan
seperti inkeatasi den pembayaran

3) Untuk nssing-masing jenis

kok utang/ pinjaman:

ngeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya

diuraikai obyek pengeluaran pembiayaan
yang ternjasuk dalam jenis pengeluaran pembinyaan berkenaan

(G1 Pengisian kolomtiga, sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah pembiayaan secar horizontal sesuai dengan jumlah
yang direncamakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan
dalam kolom kraian,

b. Jumlah menujut jenis.pembiayaan diisi
penjumlahan Idari seluruh juralah obyek!

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

35

engan jumlah hasil

pembiayaan berkenaan.



4. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN

RINGKASAN RENCANA BISNIS D

PENDAPATAN. BEANJA D

KABUPATEN SOLOK

AN PEMBIAYAAN TAHUN /

»
AN ANGGARAN

ANGGARAN ... (2)

No ! je |

Jumlah (Rp)
20x1x

2 (4)
PENDAPATAN

Jasa Layanan
|

Hibah
Hasil Kerja Sama
APBN)

Lain lain pendapatan BLUD vang sah

Jumlah
BELANJA

|

BELANJA OPERASI!
| Belanja Pegawai
|

| Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan
| Belanja Gedung dan Bangunan

|

| Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan
Belanja Aset

eeBelanja Aset Lan

3....(5)

dan Mesin

Lainnya
ya

“Jumlah
|

..-#--—-| '

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH

| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

|

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.

36

Surplus/ (Defisit)
|



(SILPA)
Divestasi
Penerimaan Utang/ Pinjaman

|

Jumlah
|

'

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

|

| Investasi

Pembayaran Pokok Utrang/ Pinjaman

|

Jumlah
,
1

| Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA)

Arosuka,
'

20....(T)
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)
NIP booenoeseenososasano00n
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Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUN

(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah,

Dusi Tahun Anggaran:

Pengisian kolom

Kolom |, diisi YNA an nomor urut pendapatan, belanja, pembiavaan:
Kolom 2. diisi dengan uraian pendapatan/helanja/ pembiayaan.Pp

A.

b.

Pencantum pendapatan diawali (dengan uraian pendapatan

selanjutnya dikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh

BLUD:

Belanja
diawali dengan pencantumah uraian belanja selanjurnya

rajian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja
modal:

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan
ke jenis-jenis belanja. dan

ul

Dalam kelompok belanja modal diuraikan kejenis-jenis belarnya.

Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan

selanjutnya liraian pembiayaan dikelor pokkan ke dalam penerimaan
dan pengeludran pembiayaan:
Dalam kelorrjpok penerimaan pembiayaan diuraikan kc jenis-jenis
penerimaan pembiayan: dan

Dalam kelonipok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenisve
pengeluaran pembiayan

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan untk tahun yang direncanakan:
Diisi tanggal, bulan, dan tahun.
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5. RINCIAN RENCANA B

EMBIAYAAN)

PENDAPATAN, BELANJA ID

RINGKASAN RENCANA BISNIS I

DAN PEMBIAYAAN TAHUN

|

1...443)
io

KABUPATEN SOLOK

4

Uraian

(MH

ISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJA DAN

DAN ANGGARAN

ANGGARAN ... (2)

Jumlah (Rp)
20xx

2....(4)
Pendapatan
Jasa Layanan
AR.

b.

Cc.

d. dst

|

Hibah
a.

| b.

'c.
d. dst...

|

|

Hasil Kerjasama

W

B
|

b.

Cc.

|

d. dst...

Anggaran Penda

ja.
b.

|

Cc.

d. dst...

3....5)

patan dan Belanja Daerah

Lam-lain Pendapatan Badan Layanan
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a.

|

b.

«
d. dst

BELANJA
BELANJA OPERA

Belanja Pegawai
a.

b.

Cc.

d. Ds

Umum Daerah yang Sah

ASI

Belanja Barang dan Jasa
Ba.

b.

M
|

d. Dst...
|

|

Belanja Bunga
|

b.

Cc.

d. dst

Belanja lain-lain

Belanja Modal

Belanja Tanah
a.

b.

Cc.

d. Dst

— 40
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Belanja peralatan dan mesin

' Belanja Gcdung Fan Bangunan
a.

b.

Cc.

d. Dat

Belanja Jalan. Ingasi dan Jaringan
a.

b.
Cc.

d. dst

Belanja Aset Tetap Lainnya
a.

b.

c.

d. Dst

Belanja Aset Lainnya
A.

b.

Cc.

d. dstr
Jumlah

Sutplus/ (Defisit)
PEMBIAYAAN

Nan

PENERIMAAN DAF.RAH

Penggunaan isa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SilLPA)
Divestasi
Penerimaan Uta

|

g/ Pinjaman

—

Ta

a.

b.

Cc

Dst
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Jumlah
PENGELUARAN|

Investasi
| Pembayaran Poki

|

“

|

Pem

PEMBIAYAAN

pk Utang/ Pinjaman
Jumlah

biayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

|

Berkenaan (SiLP/Y
|

Arosuka, 20....(7)
|

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)
NIP .
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Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD

(Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan):

(1) Diisi nama proyinsi/ kabupaten:

(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/hadan daerah:

(3) Dinsi Tahun Ankgaran,

(4) Pengisian kolom satu

Kolom |, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan:

(5) Kolom 2, diisi Jengan uraian pendapatan/ belanja/ pembiayaan.P
a. Pencantumtan pendapatan diawali dengan uraian pendapatan

CS

elanyuosa
dar

dengan uraian kelompok, jenis, objek. dan rincian
|

objek pendapatan diterima oleh BLUD:

Belanja dihwali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian beldnja dikelornpokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja

b.

modal:

Dalam kcldmpok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek.
dan rincian) objek belanja,

Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek. dan

rincian objek belanja.

Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan

selanjutnyh urajan pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan

dan pengeluaran pembiayaan,

Dalam kelbmpuk penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis

penerim pembiayan.

Dalam kelpbmpok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis

pengeluarkn pembiayan.

(6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan. belanja dan

(7) Diisi tanggal. bulan. dan tahun.

—

pembiayaan antuk tahun yang direncarlakan:
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B. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN

PEMBIAYAAN
1. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

RENCANA KERA DAN ANGARKAN
SATUAN KEHYA PERAGKAT DAEAH

Formulir
RKA SKPD

Kabupnten (li
|

Tahun Anggaran 12)

Urusan Pemerintahan Dan (3
Organisasi ID X.XX.XX

pa

|

|

Kincian Anggaran Pendapatan Saut uan Kerja Perangkat Daerah
| Kode Rekening Uraian Rincian Perbatingan humlah (Rp!

Volume | Satuan | Tari/Harg
'

|

|

|

a
|

|

| ia) 2.161 3.7 dB 5.19) 6ef3x5...)
'x

Kn

Ka |

Pendapann
| . .

Koko D0

PAN

x
|

xx "Laintan |” PAD
|

yang sah

x xx i

x Pendapatan
—

BLUD
xx xx x Pendupauami

' | Nan 3

| BLUD

MR RK KS “TT |

Na
Nan Ni

dumtah
|

Arosuka 2G... thn

|

Kepala Satubn Kerta Perangkat Daerah

(nd)

hama lengkapi
|

NIP.

KEEFAMBAN aa US
— Hn

|

Tanggal Pembahasan :

Nnn

Catatan Hasil Pembahasan -
|

|

|

——

PPL
— .

"Tim Anggaran Pemerintah Ducrah: (14
Na Nama NIP Ng Jabaran Tanda tangan

IL s
zr 0
dst

2

4



Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Pendapatan:

(1) Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten:
(2) Tahun anggaranjdiisi dengan tahun ungg

:

yang direncanakan:
(3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama
urusah.

(4) Organisasi diisi engan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD:
(S) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok,

jenis, obvek, rindian obyek pendapatan:
(6) Kolom 2 (uraian)|diisi dengan uraian nama hkun, kelompok. jenis,

Ki

2

obyek dan rinciah obyek Pendapatan:
(7) Kolom 3 An Pi dengan jumlah target dari nncian obvek

pendapatan:
(8) Kolom 4 (satuanj|diisi dengan satuan hitung dari target rincian obvek

yang direncanakan,
(9) Kolom S (tarif/ harga) diisi dengan besaran gatuan pendapatan,
(10) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah

pentiapatan
yang direncanakan

menurut kelompbk, jenis, objek, rincian bbyek pendapatan. Jumlah
pendapatan dari| setuap rincian obvek yang dianggarkan merupakari
hasil perkalian kdlom 3 dengan kolom 5:

(11) Diisi tanggal, bulan, dan tahun:
(12) Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan

mencantumkan ijama lengkap dan NIP vang bersangkutan:
(13) Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pendapatan

oleh tim anggaran pemenntah daerah. Apabila terdapat catatan dari
hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk
mendapatkan auan Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan
hasi! pembahasar:

(14) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan formulir
RKA-Pendapatan (yang telah dibahas vang dilengkapi dengan nama, NIP
dan jabatan.

Ss

Apabila Formulir RKA-Pendapatan lebih dari sat
:

halaman maka tanggal, bulan
dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta
keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
jabatan, dan tandatanpan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada
halaman terakhir,

ANN .



Selanjutnya setiap lembar Formulir
RKA-Pengapatan yang telah dibahas

diparaf oleh setiip anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah
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2. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGARANBELANJA
RENCANA KERJA AN ANGGAKAN

|

Formulir
'

SATUAN ERJA PERAGKAT DAERAH RKA SKPD
—

Kabupatn u
Tahun Aegaran, Pa an PN HENNA 223

“Lirusan Pemerintaan
.

Ku | (3) |

|

Organisasi LX.X.XX l 93)
Tn

“Program PN NN 18)
Kegiatan era an

“Lokasi

kematan "Id
Ma

|

“Jumlah tuhun n-1 en

TEA

Ia

TN La
“umlah tahun n . Rp. TN NNI PAN

PEN UN
U UN UNN

UN NUN NANTIKe)
“Jumlah Tahun n s1 PR. Tn Pen | 00) |

Indikator & Tdhak Ukur Kinerja Belanja langsimg Il)
|

Indikator
| Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Propram
|

|

Masukan
NN

Tn

Keluraan
“IT

—

Hasil
|

kelompok Susarun Kegintan..... Maan nan aan mata)
|

Runaan Anpparan Belanja Langsun
Program, Kegiatan pn Jenis Belanja Satuan Kera

Perangkat
Daerah

Kndr Kekening Uratan Jumlah (Rp)
para. (Ih Bal 3 SI

xx ix 5 Belangk Pepawai
|

Xx

KK Xx Tax Belanjh Pegawai DLUD
Na

5

xx
|
xxx! Belanih barang dan Jasa

—

| |

x

Ox IX xxx Tas | Belanik larang dan Jaa BLOD
x

“x x x Yo x 7 Belanih Modal
|

| | Lx
x “x Xx 'x 9. Belang Modnl BLUD

x

Jumlah '

Arosuka........ DA aU
Kepala Satuan! Kerju Perangkat Daerah

(ttd)

Indra lengkapi
NIP...
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Keteranga
|

Tanggul Pebhasan :

Catatan Rasil Pembahasan :

2
Sara — | | 1

Yun Anggaran Pemerintah Darridh...... nana Dan nnanaaaaaa aa

No
| Nama NG Nip | Jabhtan

—

Tanda tangan
1

—

5
—

dat

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Belanya:

1

10.

li.
12.

: k 48

(19

Provinsi/ Kabupaten / Kota diisi dengan nama

provinsi/ kabupaten/kota:
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan:

AaK1

2.

Urusan Pemerintahan diisi dengan (nomor kode urusan3.

pemerintahan (lan nama urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD:
Organisasi dnai|dengan nomor kode perankkat daerah dan nama

SKPD:
Baris kolom pragram dusi dengan nomor Kode program dan

nama program
! ari kegiatan yang berkenaan:

Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan

nama kegiatan pang akan dilaksanakan:
Baris kolom Igkasi kegatan diisi dengan nama lokasi atau

tempat dari sdtiap kegiatan yang akan| dilaksanakan. Lokasi
atau tempat dimaksud dapat berupa hama desa/kelurahan,
kecamatan:
aris kolom Jumlah Tahun n-1 dusi dengan jumlah perkiraan

4.

5.

16.6

8
belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya,
Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraann9.

belanja kegiatat berkenaan pada tahun vang direncanakan,
Baris kolom Jbelian Tahun nr1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja

kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya:
Indikator dan to ukur serta target kinerja program dan kegiatan,

Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap
karakteristik kclompok sasaran:

1



13.

14.
U
l

16.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis belanja

langsung:
Kolom 2 furaianjidiisi dengan uraian nama akun jenis belanja

Langsung:
Kolom 3 Ka

Di
dengan jumlah jenis belanja,lah1

Diisi tanggal, bulan, dan tahun:

Formulir RKA-Bdlanja ditandatangani oleh
Kepala

SKPD dngan1717

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan,
18. Keterangan diisi| dengan tanggal pembahak formulir RKA-Belanyja oleh

tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil

pembahasan oleh um anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan
perhatian Kepala SKPD dicantumkan lam baris catatan hasil

pembahasan, da
19. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan

formulir RKA-Belanja vang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama,
NIP dan jabatan.

Apabila Formulir
RKA-Belanja

lebih dari satu h: 1 maka tanggal, bulan
dan tahun pembuatdn, kolom tanda tangan dan

nama Kepala SKPD, serta

keterangan, tanggal (pembahasan, catatan hasil pembahsan, nama, NIP,

jabatan, dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan

pada halaman

rafiSelanjutnya setiap | ibar Formulir RKA-Belanja vang telah dibahas diparaf
|

oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah.
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3. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

RENCANA KENJA DAN ANGGARAN ' Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAI! RKA-SkKP—

Kabupardn (Ji ' 2
Tahun Ankguan benaananaanaaa (2)|

Urusan Peeritahan
KE
Ka. .. |

NN Te TT —

Organisasi
|
LAKUKAN,

|

Ta Al
Rincian Anggaran Pendhpatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Unuan Jumlah (Rp)
|

IN
IL) 2 3.7)

|

|

Ox

|

vlxx Tae
|

|

x

x|x ox Ia jr
|

NN

|

x

|

Sx 'x Txe
Xx

|

'xPo |

"Xx ox x falx ii

|

|
Ti . :

|

| Jumlah Penerimaan (RI
|

|

— i . -
| .

—— DL
N —Arosuka, lu... 20... 19)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah... (10)

(tth)

Inama lengkapi
NIP.

|

“Keterangan. TAI
|

|

(Tanggal Pembahasan : —

Catutan Hasi Pembahusan :
TT

4. TI

|2. n
Pn.

NN

Tim Anggaran Pemerintah Daerah. ”—.. L. Ta B2
Na Naina

|

NIP Jabatan Tanda tangan
.

— —— 5 ————— — 5 ———

— — — . ——
dsi
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Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangk 4
dacrah lainnya pengerjaan

|.

2.

b.

10.

11.

12.

kabupaten diisi dengan nama kabupaten:
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan:

.
|Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kodp urusan pemerintahan dan

nama urusan pemeritahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas

dilakukan oleh satuan

:
pengelola keuangan daerah.a

3

pokok dan fungsi SKPD:
Organisasi diisi dengah nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkat daerah,
Kolom 1 fkode ekening) diisi dengan nomor kode rekening

4

5.

akun/kelompok/jenisfobyek/rincian obvek penerimaan pembiayaan:
Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obvek dan rincian
obvck penerirnaan pembiayaan:
Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan
berkenaan yang merupakan hasil

penjumlahan
dari seluruh obvek

penerimaan Kp yang termasuk dalam
jfnis penerimaan pembiayaan

bersangkutan. Jumlah obyek penenmaan merupakan penjumlahan dan
seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan

bersangkutan:Jumlah penerimaan (merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis
penerimaan pembiayaan:
Diisi tanggal. bulan, d

:

tahun,
Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala SKPKD
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan:
Keterangan diisi dengan tanggal pembahas, formulir RKA-Penerimaan
Pembiayaan oleh im knggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan
dari hasil pembahagan oleh tim anggaran pemeritan daerah untuk
mendapatkan perhati Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan:

7.

8.

9.

Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan formulir

nama, NIP dan jabara
RKA-Penerimaan Nan

tenda
yang telah dibahas yang dilengkapi dengan

Apabila Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan lebih dari satu halaman maka

tanggal, bulan dan taljun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala
SKPKD, serta keterangan. tanggal pembahasan, Catatan hasil pembahsan,

S1



|nama. NIP, jabatan, jdan tandatangan Tim Anggaran Pemerintah Dacrah
ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan yang telah
dibahas diparaf uleh seriap anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah.
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4. FORMAT RENCANA, KERJA ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ' Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

'
Kubupter Ul

T
Tahu Anggaran (2

“Urusan Pemerintahan OK. (MN

Organisasi OK kol
|

Rindan Anggaran tuan Kerja Perangkat Oaerah
Kode Rekering “Uraian Jurntah iRpi

Lol | PAN op
Xx |x Xx (xxx

|

xXx

"xxx ae ..o
x

Xir Tx ara :

|

Xx

ox TR Ta
x

|

KK TX 18x |

|

|

Ba | |

| .
durmah

Pengeluaran
panah (KI

" Arosuka 20
Kepala Satuan Kerja Yerangkat Daerah... (101

(ttd)

Inama lengkap)
|

NIP
|

Keterangan: U TN
Tangga! Pembahusan :

| Catatan Hasil Pembahasan :

|

2. ————
—

“Dist
TT

" Tim Anpgarat PemerintahDaerah: in anakan (12)
|

No Nama NIP
|

Jabatan Tanda tangan
|—

:
5 ia —a— 1

—.1 — :

dst
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Petunjuk Pengisiah Formulir RKA-Pengeluarian Pembiayaan.

Formulir ini tdak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya
pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.

U
u

11.

12.

Kabupaten diigi dengan nama Kabupaten:
Tahun anggantn disi dengan tahun an

i

ran yang direncanakan:
Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan
dan nama urysan pemerintahan dacrah yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD:
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja

perangkat
daerah,

Kolom | (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun /Jenis/obyek/rincian obvek pengeluaran pembiayaan:
Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun jenis, obvek dan rincian
Obvek pengeluaran pembiayaan:

|Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiavaan

2
3.

1

7.

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obvek
pengeluaran 'mbiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran
pembiayaan bdrsangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan
penjumlahan dan seluruh rincian obvek pengeluaran pembiayaan
bersangkutan:
Jumlah pengelyaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh8.

jenis pengeluaran pembiayaan:
Diisi tanggal, bblan. dan tahun:
Formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala
SKPKD dengan mencantumkan namal lengkap dan NIP yang
bersangkutan:
Keterangan diis| dengan tanggal pembahas formulir RKA- Pengeluaran
Pembiayaan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat
catatan dari hasil pembahasan oleh tim ahggaran pemerintah daerah
untuk

mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam
baris catatan hasil pembahasan.
Seluruh

anggoth
Um anggaran pcmerin

ah

daerah menandatangan
formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan yang telah dibahas vang
dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

ke)

10

R
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Apabila Formulir IRKA-Pengeluaran Pembiayaan lebih dari satu halaman
maka tanggal. bylan dan tahun pembuatan. kolom tanda tangan dan
nama Kepala SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan
hasi! pembahsan: nama, NIP, jabatan, d tandatangan Tim AnggaranPemerintah Daerah ditempatkan padagua

terakhir.
Selanjutnya setiap lembar Formmulir RKA-Pangeluaran Pembiayaan yangtelah dihahas diparal oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah
daerah.
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C. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN Angoarlan PENDPATAN, ELANJAAN PEMBIAYAAN
1. FORMAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGG
KENCANAKERJA TIAN ANGGA

| SATAN KERJA PERANGKAT DAERAH .T n RR xx 3 KKA-KFD
|
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|
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| 3
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,

RAN
|
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|——

Formulir
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n
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|
|

| - Volume
|
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EN DDx Ix

|
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| |
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x
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|

BLUN
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|
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|

BLUN
|

| |

|

PON NK |
|

| —Tr 0 Jumlah
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Tn

ng Tg
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|

Triwulan IV Rp. daldo)
ttrd)

|

Inama lengkap)
Jumlah Rp SI NIP

|

kemanan onta aan—x -— — ——A—“Keterangan: Ag
|

anTangga! Pembahasan
01 — NN

|

Catatan Hasil Pembahasan
7 Na 01 0

NN- —
|

Tn2S —-i: TSMp3
|

—— ——“Tim Anggaran Pemerintah Daerat
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aa
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— Jabatan Tanita tangan2 —|ne 0 — SL ————"dk
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Petunjuk Pengisian Formulir DPA- Pendapatan
1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

Pr

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode U0
dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode
anggaran pendapatan diisi dengan kodc 1.
Kabupaten dusi Hengan nama Kabupaten:

2
Tahun anggarani dirsi dengan tahun Moml yang direncanakan:
Urusan Pi

ai
disi dengan nomor kode urusan pemerintahandaerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan

ran
3

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPP:Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD,
6. Kolom | (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis.

obyek, rincian obyek pendapatan SKPD:
7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok. jenis. obyek dan

rincian obvek pendapatan:
8. Kolom 3 (volumej| diisi dengan jumlah targe

| dari rincian obyek
pendapatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD,

9. Kolom 4 (satuan) kdiisi dengan satuan hitung dari target rincian obvek
yang direncanakan,

10. Kolom 5 Itarif/hakeal diisi dengan tarif/harpa/milai satuan lainya dapat
berupa besarnya| tngkat suku bunga, prosentase bagian laba, atau
harga atas penjualan barang/jasa yang tidak dipisahkan:

11. Kolom & (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan
menurut kelompok, jenis, obyek, rincian bbvek pendapatan. jumlah
pendapatan dari Isetiap ancian obyek varig dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

12. Nama ibukota. bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-
Pendapatan, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah:

13. Rencana pendapa setiap triwulan selama tahun anggaran yang
direncanakan,

I4. Formulhr DPA-Pendapatan ditandatanganl oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah| dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai.

V
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Formulir DPA-Pendapatan dapat diperbanya
Apabila formulir DRA-Pendapatan lebih dari
diben nomor urut halaman.

58
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|

|2. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

| DOKUMEN PELAKSANAA? ANGGARAN Nomor pA SKPD N"FmlirSATUAN KERJ PERANGKAT DAERAH Mn x
| xko xx 5x RKA-SK

xPe “Kab Ipaten NN ma — LD

Tahun Ahpgaran.—————— .
|

an 12) |

|

Urusan Pemenntahan MX. . . (1Ognisasi Dana TN MAPopram PEANN oU Tr ApKegiatan Ox.SaMx insan MERE
Nan

| WaktuPelaksanaan”—— Nan— 13isl Nan

|

Lokasi Kegiatan mg pa Ta aa

SumberDana “0 Ma
AA

| 0 Indikator
&
& Tofak

Ukur Kineri Hetaya
la langsung Gn 00 Indikator0 Ll. TolakLikurKinena

|
Target KinerjaKR uan Program

|

|

|"Masukan
|

Keluaran

|

TAasia
( —— 3

kelopak Sasaran Kami:mintan. hoSA Lila)
—

———

——a——

—— — —— ——|Tendan An,AnggarunHelanjaaa Langsung!
n

| Program. Kegiatan ditn denis Belanja Satuan kerja Perangkat DaerahKode Rekening
| Uraian

——

Jumlah IRp) |
'

TN
D5 De NN

— Did RA|

——

— et |

——— 4
3)

DX xx
|

xx ox | ae Be latya Pepkawai |

| S
|

|
|

|

xx
|

XX XX |x - ix) Beladjabarang dan Jasa |

DAN DN ANN KanaanXX KK TK 1
ji
x Beluriya Modul

|

| Nan 1 Jumlah
| Nan —Kencana Belanja Per Triwulan

|

| Arosuka |
bratanaanntaaaaaan 20 116Triwulan I Rp... GA

|

|

Triwutan II Rp (171
Mengrsahkan,||

Triwutan 1 Rp 117) Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah (181Triwulan IV Rp “Lo 17)
(td)

|

|

(nermna lengkap)Jumlah Rp |

NIP otak |

|

|ketama a TT ——,Tanpgal Pembahasar :

|“Catatan Hasil Pembahasan : TTTn 0.
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At

|

1 |Bo — |Lag
|

ilo
AA —

—.
|

TimAnggaran Pemerint Dacah..... f.
Ri UI)No Nama

' —

NIP Jabatan— | Tanda tangan
Ng

|

i3 |

-
” ——— “-

| —— AA
|dst
|

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Belanja"

1 Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan.nomor kode 'organisasi, nomor kode program diisi dengan kode
program dan homor kode kegiatan diisi

dengan nomor kode anggaranbelanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja
langsung diisi dengan kode 2:

|2. Kabupaten diisi dengan nama kabupaterr,
Tahun anggaran diisi dengan tahun ang n vang direncanakan:4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahandan nama urysan pemenntahan Ma yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD:

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD,

6 Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama
program dari kewatan vang berkenaan:

7. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama
kegiatan vang dkan dilaksanakan:

8. Baris kolom wal tu pelaksanaan diisi dengan tanggal. bulan dan
tahun kegiatan

yang
akan dilaksakan.

9. Baris kolom
lokasi

kepiatan diisi
dengan nama lokasi atau tempatdari setiap kegiatan yang akan dilaksanpkan Lokasi atau tempatdimaksud

sap berupa

nama desa/kelurahan, kecamatan:
10. Baris kolom surhber dana disi dengan jenis sumber dana yang telah

ditetapkan berdasar
kan kerentuan peraturan perundang-undangan:11. Indikator dan t Jak Ukur serta target kinerja program dan kegiatan:12. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap

karakteristik kelompok sasaran:
13 Kolom 1 (kode

rgkening)
diisi dengan kode rekening akun jenis

belanja langsung,

garan3

i
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14. Kolom 2 (urajan) diisi dengan uraian nelma akun jenis belanja
Langsung.

15. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja:
16. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

RKA-belanya,| dengan mencantumkan hama jabatan kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah:

17. Rencana pendapatan sctap triwulan selama tahun anggaran yang
direncanakan:

18. Formulir DHA- belanja ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawan

Formulir DPA.
belanja dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir DPA- belanja lebih dari satu halaman setiap halaman
diberi nomor urut halaman.
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3. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAA ANGGARAN PENERMAAN
PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARKAN Nomor DPA SKPD...) — Forulir
SATUAN KERJA PERANGKT DAERAH "xx lag G0 01 RKA-SKPN

NI

Nan

Kabupatm (2
Tahun Anpga s1 13)

Unisan Pemerintahan Ben NN 1)
“Organisasi ENAK Muna

Kanaan banana ISI
Kitant Anggaran Pendppalan Satuan Kerjt Perangkat Hacrah

Kode Rekening
3

Uralan Jumlah (Hp)

Lo ln
|

3
Soo xg fanxxx ajaa
KOKO KK xx

x xx E xx

Xx xXx x XX XX

Jumlah Pentrimuan.. (9

Rencanu Penerimaan Per Triwulan
—

|
—

Arosuka 20 N Gaji
Triwulan | Rp (10) Mengesahkan (!l|
Triwulan II RP anne Pasokan (1g Petabat Pengelola Keuangan Dacrah....(12)
Tawulan Bp 10)
Iriwulan IV Rp (19) (ttd

(namu lengkap)
Jumlah Rp NIP

|
'

Keterangan: ——

Ne
|

Tanpgnl T 'embahasan :

Catian Hasil Fembuhasan :

,2

bst
N

— 3
Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 12) |

No Nana
i

NIP Jabatan Tandatangan
—j 4 —

, —

dsi
Nan

62



Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Penerimaan Pembiayaan

6.

10.

11.

12.

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan.
nomur kode ofganisasi SKPD, nomor k le program diisi dengan kode

00 dan nomdr kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode

anggaran pembiayaan diisi dengan kude 6 serta nomor kode

kelompok penfrimaan pemb:avaan diisi dcngan kode 1:

kabupaten diisi dengan nama kabupaten,
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan:
Urusan Pemerintahan dusi dengan notngr kodc urusan pemerintahan
dan nama urlisan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD:

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama

satuan kerja perangkat daerah,
Kolom | (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening

akun/kelompbk /jenis/obvek/rincian obyek penerimaan pembiayaan:

1

3.

4

de
5. pa

k,
Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun. kelompok. jenis, obvek dan1

rincian ohvek penerimaan pembiayaan:
Kolom 3 jumlah) disi dengan jumlah jtnis penerimaan pembiayaan

berkenaan vang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obvek

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan

peminayaan Dereangkattan Jumlah obyek penerimaan merupakan

penjumlahan |dari seluruh nncian obyek penerimaan pembiayaan

bersangkutan)
Jumlah penerjmaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis

penerimaan pembiayaan.
Rencana penerimaan pembiayaan setiap triwulan selama tahun

anggaran yang direncanakan,

Tanggal, bulap,
tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-Penerimaan

Pembiayaan: dan

Formulir DPA- Penerimaan Pembiayaan! ditandatangan! oleh kepala
SKPD dngan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang

8.

bersangkutan.
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4. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ENGELUARAN
PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
.

|

Nomor UPA SKPD... Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DERAH
|

xxx | xx On10 6 2 RKA-SKPD
n

|

|

kabuputer! NN .. (2)

Tahun Anggaran . 13)
Urusan Pemerintahan PD ON.XX . tu
Orkanisasi

—
LAXAAN L 15)

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kera Perangkat Dhani
Kode Rekening Uralan

i
Jumlah Rp)

TNNNNG TA ng 9 aj
XX Xx £x .|m-
xx Xx xx | xx

“ ' — ——f$ —

XX xXx mix

Pd Xx Xx XX xXx

.x & xXx he.

|

Jumlah Pengeluaran (9
|

|

|

| Kencana Pengeluaran Per Triwidan
Arosuka ., 0 20 titi

Triwulan | Rp. . set O Mengesahkan
Triwulan II RP apa 0) Pejabat Pengelola Ktuangan Dacrah....(I el
Tnwulan IU Kp. .

|
banana (JO)

Iriwutan IV Rp 4 110) Ittdj

(nama lengkapi
Jumlah Rp NIP

| Keterangan.

|
Tanggal Pembahasan

|

|
Catatan Hasil Pembahasan :

1

3.
bar...

—
Tim Anggaran Pemenntah Daerah.

$

-— —
:

"
» mann

No Namu
|

NIP Jabatan Tanda tangan
Ll . .

1 |

——

2
: | —

dst
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Petunjuk Pengisiah FormulirKN Pembiayaan

1.

10.

11.

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode ofganisasi SKPD, nomor vode program diis dengan kode

UO dan nomgr kode kegiatan diisi
depgan

kode 00, nomor kode

anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode

kelompok pengeluaran pembiaraan diisi dengan kode 2:

kabupaten diisi dengan nama kabupaten:
Tahun anggarhn diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan:

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomyr kode urusan pemerintahan
dan nama urjisan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD:

Organisasi diibi Gengan nomor kode perangkat daerah dan nama

satuan kerja
rana

daerah:

Kolom 1 (kbde rekening) diisi denkan nomor kode rekening

akun/kelompbk /jenis/obyek/rincian obyek pengeluaran pembiavaan:

2
3.

4

b
5.

6.

rincian obyek

|

Kolom 2 (uraian) disi dengan nama akun, kelompok, jenis, obvek dan

benesuaran pembiayaan:
Kolom 3 (jumlah) disi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obvek

pengeluaran pembiayaan yang termaslik dalam jenis pengeluaran

pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan

penjumlahan |dari seluruh rincian obvek pengeluaran pembiayaan

8.

bersangkutan:
Jumlah pengdluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh

jenis pengeluaran pembiayaan:
Rencana pengeluaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun

anggaran yanp direncanakan, dan

Tanggal, bulan.
tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-

9.

Pengeluaran Pernbiayaan.

Formulir DPA-Pengeluaran Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala

SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
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Petunjuk Pengisian Ldporan Pendapatan. Belanja dan Pembiavaaan

(D
(2)

(3)

(3)

(0)

(7)

(8)

(9)

kabupaten dusi d
ngan

nama kabupaten,
Tahun anggaran

disi
dengan tahun anggarah yang berkenaan:

Kolom I, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiavaan.

Kolom2,diisi dengan uraian pendapatan/ belanja/ pembiayaan
a. Pencantuman | pendapatan diawali dengan uraian pendapatan

selanjutnya diikuti dengan uraian je ia pendapatan pendapatan

diterima oleh BLUD:

|

Pan1

d
|b. Belanja diawali dengan pencantuman juraian belanja selanjutnya

urajan belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja

modal,

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja,

Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan

selanjutnya |uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan:
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis

pencrimaan pembiayan,

Dalammi pengeluaran pembiaykan diuraikan ke jenis-jenis

pengeluaran pcmbnayan.

kolom 3. dusi-
DPA BLUD,

|

Kolom 4. diisi Ig
realisasi pendapatan, belanja. pembiayaan bulan:

gan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dalam

bulan sebelumnyp:

(5)

Kolom 5. diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan

berkenaan: |
Kolom 6, disi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan-

bulan sehelumnya ditambah dengan bulan berkenaan,
Kolom 7, dusi dengan selisih antars anggaran pendapatan. belanja,

pembiavaan dengan realisasi pendapatan, elanja, pembiayaan,

(10) Kolom 8. diisi dtngan prosentase antara anggaran pendapatan, belanya.ki

pembiaraan dibandingkan dengan realisasi pendapatan. belanja.
|

pembiayaan dikalikan 100.
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|

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTH KABUPATEN
i

(1)

(21

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
NOMOR (3)

1. Nama Badan Layanan Umum Daerah (4)

2. Kode Organisasi po. (5)

3. Nomor/ tanggal DPA SKPD (6)

4. Kegiatan 4 (7)

Yang bertandatangan dibatwah ini., ba (8)

Menyatakan bahwa sava bertanggung jawab atas semua realisasi

N

pendapatan vang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
berhak menerima serta (pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa

Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah

dan digunakan langsung pada bulan (9) tahun anggaran (10)

(Laporan realisasi| pendapatan. belanja dan pembiayaan terlampir).
Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan

dijatas
disimpan

sesuai dengan |ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di

kemudian hari terjadi kerugian daerah, sava bersedia bertanggung jawab

sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dupat dituntut penggantian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. untuk

mendapatkan pengyesahari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

0. 20 (11)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(rrd)

(nama lengkap)

NIP ,
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Petunjuk Pengisian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(o)

(7)

(8)

(9)

(10) Diisi tahun berke

(D1) Diisi tempat, tan

Diisi nama Provihsi/ Kabupaten / Kota,
Dusi unit pelak:

rat Pernyataan Tanggung Jawab:

a teknis dinas/badan daerah:
Diisi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/badan daerah:
Diisi unit pelak na teknis dinas/badan

(prnh.Dusi kode organisasi unit pelaksana teknis |dinas/ badan daerati:
Diisi nornor dan

Diisi kode kegiat!

tanggal DPA SKPD yang bersangkutan:
an:

Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah:
Diisi bulan berkadngan:

enaan, dan

pegal, bulan, tahun.
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F. FORMAT SURAT PE TAAN PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA

DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BADN LAYAAN UMUM DAERH

"INTAH KABUPEN il
(2)

SURAT PERMINTAAN PENGESAIIAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMINAYAAN

HAWAN AYANAN UMUM DAERAH

PEME

Tangga. 13 Nomar id)
“Kepala SKPD... (3 memohon kepada:
,

— -

|

Bendahara Limum Daerah Sselakj PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanin dan pembiayaan sejumlah

1. Saldo uwal Mp AG)
2. Pendapatan Kp. An
3. Belanja Rp nak 000.
4. Saldo Akhir kp pena 19)

|

Untuk Bulan ANN UU
—

Tahun Anggkran Da ana aan (11)

“Dasar Pengesahan: Urusan
|

|

Organisani Nama BLUD

(IP ena akan

|

13)

Nan |

Prngrann. kepalan
|

Me Tan « Ne |

|

Pendapatan
— | Tg 0 0 Helena .

|

Kode Rekening
|

Jutndah Kode Rekening Jumlah i

PT Sh pot, Pep (17) | Kp INN PUN
|

tumlah Pendapatan Rp..... ba (19)
|

Jumlah Belanja pena (201

0.1
—

Penerimaan Pembiayaan
|

Pengeluaran Pembiavaan
“

Kode Rekening (himlah "kode Rekening |
Jdaulah

|

2.121 Rp DAY aa ea “Rp ra “1

Jumlah Penerimaan — Rp....Ie.... (&SI |
Jumlah Pengeluaran Rp... i2u)

Pembayaan Pemb:ayaan

Arosuka, 20....(27)

Kepald (28)

Ttd

(nana lengkap)
NIP...
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Petunjuk Pengisian Shrat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan (SP3BP) BLUD:

(1
(2)

(3)

(3)

(5)

(6)

(7)

(3)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Diisi Kabupaten:
Diisi unit pelaksana teknis dinas/ badan darrah:

Diisi tanggal SP3BP BLUD:
Diisi nomor SP3BP BLUD:
Diisi SKPD Provihsi/ Kabuparen/ Kota.

Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP BLUD bulan sebelumnya Khusus

untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 20XX dusi jumlah nihil

dalam rangka pengajuan SP3BP BLUD.
Disi jumlah pentiapatan yang telah

diterima
dalam kas BLUD:

Diisi jumlah beldnja yang telah dibavar darj kas BLUD:

Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal # pendapatan - belanja):

Diisi periode bulan berkenaan,
Diisi Tahun Anggaran berkennan:

Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lain. Nomor Peraturan

Daerah tentang APBD/Perubahan APBD. dan Nomor serta tanggal DPA-

SKPD Dinas terkait:
Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah terkait,

Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas terkait:

Diisi kode aa pendapatan:

nb

Diisi jumlah nommal rupiah untuk kode rekening pendapatan:

an

hJ

ra

Diisi kode rekening belanja,
Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rakening belanja,
Diisi jumlah norhinal rupiah untuk seluruh kode rekening pendapatan,

Diisi jumlah norhinal rupiah
untuk

seluruh
kode rekening belanya:

Diisi kode rekening penerimaan pembiayaan:
Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan

pembiayaan:
(23) Diisi kode rekerting pengeluaran pembiayaan:
(24) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pengeluaran

pembiayaan:
(25) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening penerimaan

TLCC“

pembiayaan,
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(26) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh

pembiayaan,
(27) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun: dan

(28) Diisi nama kepala SKPD terkait.

12
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G. Sistem Akuntansi BLUD

Sistem Akuntansi HLUD merupakan alat untlik mewujudkan pnnsip:

prinsip dasar yan telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) Ivang menjelaskan siapa! yang melakukan apa

sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana atau sebagai

pedoman yang dapat dipahami dan Pa Padi oleh para pctugas

khususnya fungsi akuntasi BLUD. Sistem akuntansi BLUD dapat

diuraikan sebagai benkut :

A. Akuntansi Pendapatan
|. Pendapatan BLUD - LRA

Pendapatan LHA pada BLUD diakui pala saat pendapatan kas

san

vang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh PPKD dengan

jurnal :

Estimasi Perubahan SAL |

Xxx

Pendapatan BLUD Xxx

2. Pendapatan BLUD- LO

Pendapatan LO pada BLUD diakui pada saat

a. Timbul hak patas pendapatan. dengan jurnal :

Piutang Pentlapatan(sesuai kode akun xxx

Pendapatan BLUD (sesuai kode |

akun |

XXX

b. Pendapatan) direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber

daya ekonomi, dengan jurnal :

Kas XX

Pendapatan BLUD (sesuai kode:
akur) xxx

c. Pembayaran dari alokasi APBD/APBN direalisasikan, dengan

jumal :

Beban Pegawni - LO (sesuai kode akun)! XAX

Beban Barang dan jasa (sesuai kode
akun) XXX

Tanah (sesuai kode
akun) xxx
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Peralatan dan mesin (sesuai kode akun) XXX

Gedung dan bangunan (sesuai kode
akun) KKK

Jalan, irigasi dan jaringan (sesuai kode akun) xxx

Aset tetap lainnva (sesuai kode akun) XXX
XxxAset lainnya (sesuai kode akun)

Pp€Indapatan APRD/APBN XXX

d. Hibah dalam bentuk kas diterima, dengan jurnal .

Kas ASK

PeIndapatan Hibah NX

ec, Hibah dalan | bentuk barang diterima,
pangan

jurnal :

Persediaan XXX
|

Pendapatan Hibah XXX

f. Hibah dalanh bentuk aset tetap diterim|a, dengan jumal :

Aset Tetap (sesuai kode
akun)

Pendapatan Hibah NXX

B. Akuntansi Belanja dan Baban

1. Belanja - LRA

Belanja-LRA da BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang

dilakukan oleh BLUD disahkan oleh PPKD dengan jurnal :

Belanja Pega
akun| ai (sesuai kode

hat

Belanja Barahg dan jasa
(sesuai kode akun)
Belanja Moda
akun)

II (sesuai kode

Estimasi
SAL

Perubahan

2. Beban-LO
Beban-LO pal

a. Timbul kcv
fin BLUD diakui pada saat

yajiban, dengan jurnal :

Beban Pegav
akun)

yai (sesuai kode NX

Beban Bararhg dan jasa (sesuai kode akun)
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Utang Belanj
r XXX

Pegawar
Utang Barang dan XXXJasa

Beba gawai

(sesuai kodeeban Pegawai (sesuai kode xxx
akun)
Beban Barang dan jasa (sesuai kode akun) XXX

Kas
|

Xxx

b. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

dengan jurnhl :

Beban Penyudutan Aset
Tetap Xxx

Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap XXX

C. Akuntansi Aset UD

1. Perolehan Investasi
Ketika BLUD melakukan pembentukan investasi, dengan jurnal :

Investasi Xxxx

Kas xxx

Pengeluaran xxx
Pembiayaan

hi

Estimasi Perubahan
|

xxx

2. Pembeliaan aset tetap
Dalam kasus

pembelian
aset tetap berdagarkan bukti transaksi

BAST fungsi akuntansi mencatat denganjurnal :

|

1

Aset Tetap (s#suai kode
|

XXX
akun)

Utang Belanja an

Modal |

Ja

Utang Belanja Modal XKX

Kas XXX

Belanja modal - LRA (sesuai rincian
objek)

Mai
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Estimasi Perubahan SAL XXX

3. Penghapusan a

Penghapusan a

pet tetap

akuntansi pemenntah Kabupaten Soluk.

D. Akuntansi Kewajiban BLUD

1. Utang BLUD

bet tetap BLUD mengacu kepada kebijakank

Berdasarkan (Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk

belanja/pengadaan barang dan jasa fungsi akuntansi BLUD

mengakui adarjva utang belanja dengan mencatat jumal :

Aset Tetap (sesuai kode xxx
akun) ii
Beban LO (sesuai kode xx
akun)

Utang Belanja xxx
Modal |

Utang Belanja Barang xxx
dan Jasa

2, Pembayaran ulang BLUD
Ada realisasi p:

jurnal sebagai berikut :

bmbayaran kewajiban, fungsi akuntansi mencatat

Utang Belanja Modal (sesuai kode k68,
akun)
Utang Belanjk Barang
dan Jasa (seguai kode xxx

akun)
kas KKJC

E. Akuntansi Pembiayaan
1. Penerimaan

pimbiayaan
silpa tahun sebelumnya, dengan jurnal :

Esumasi Perlibahan SAL XXX

Penerjinaan Pembiayaan KKK

2. Pengeluaraan
Fungsi akuntd

jurnal :

pembiayaan
Insi mencatat pengeluaran! pembiayaan dengan

kewajiban XAN

kas
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Pengeluaran Pembiayaan NXX

Estimasi Perubahan SAI. XXX

F. Jurnal Koreksi d
l.

Penyesuaian
Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadiny
PPK-BLUD mc

P
buat bukti memorial

kesalahan pencatatan,
kan langsung membuat

pembetulan atas jurnal yang salah carat tersebut, contoh :

Jurnal awal

Beban Jasa Telepon xxx

kas XXk

Jurnal penyesuwan

Beban Listrik Xxx

Beban Jasa Telepon Xx

Pengakuan persediaan2
|

BLUD melakukan transaksi persediaan
dan metode periodik. maka pada akhir periodik sebelum menyusun

laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock opname,

dengan jurnal
|

engan pendekatan beban

Ii

Persediaan (sesuai kode akun)
Behan (sesuai kode akun) NX

. Jurnal penyusitan3.

Depresiasi atah penyusutan atas aset tetap dicatat dengan jurnal :

Beban Penyu butan ho,

Akumulasi Penyusutan

4. Penyesuaian beban jasa dibayar dimuka

KKK

Beban Sewa |

xxx

Beban Jasa Dibayar Dimuka
(sesuaikode akun)
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G. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo

1.

“
|

.

Jurnal
Sehagai entitas akuntansi, BLUD melakukan proes akuntansi

yang dimulai |dari pencatatan transaksi hingga penyusunan

laporan keuangan. Transaksi-transaksi terseburt dicatat oleh PPK

BLUD sesuai dgngan dokumen
transaksinya

kedalam buku jurnal.

Format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut :

BADAN LAYANAN UMUM RSUD KAB.SOLOK

|

|

|

Nom Kode |

Tanggal
| tomef

|

Akun Urasan Debit Kredit
|

oo A3 ——. s8 |

|
|

|
|

————
|

—d”- . —
20 (1)

|

|

|

|

|

Pemimpin bavan LaLayanan Umum Daerah.

(trd)

|(nama lengkap)

NIP.

Cara Pengisian :

a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat

dalam bukti transaksi.
b. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai , misalnya SP2D,

kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran dan sebagainya.

Cc. Kolom 3 diisi kode akun yang sesuai dengan belanja.

d. Kolom 4 diisi uraian kode akun, misalnya “Belanja Telepon".

e. Kolom5 diisi jumlah rupiah yang dijumnal debit.

f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah vang dijurnal kredit.

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencata ai transaksi melalui jurnal

adalah posing ke buku besar.Dalam tahap ini, PPK-BLUD

memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya

dari buku jurnal ke buku besar masitix-masing akun yang ada
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pada Neraca, |ILRA dan LO.Format buku besar vang digunakan
adalah sebagai berikut :

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Kode Akun
Nama Akun

Pagu

Tanggal
|

Urajan Ref Debit Kredit Saldo
|

| |

1 2 30) 4 5 6

| |

| i

Lo | |
|

|

20 (NI)
Pemimpin Badan

(trd)

(na
NIP
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